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UU No 11 Tahun 2021
(amanat)

Pasal 27
Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) 
dapat diberikan kepada:
a. perorangan;
b. koperasi;
c. badan usaha milik negara, atau
d. badan usaha milik daerah.
e. badan usaha milik swasta

Pasal 26

1) Pemanfaatan Hutan Lindung dapat
berupa pemanfaatan kawasan, 
pemanfaatan jasa lingkungan, dan 
pemungutan hasil hutari bukan
kayu.

2) Pemanfaatan hutan lindung
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan pernberian
Perizinan Berusaha dari Pemerintah
Pusat. Pasal 28

1) Pemanfaatan Hutan Produksi dapat
berupa pemanfaatan kawasan, 
pemanfaatan jasa lingkungan, 
pemanfaatan hasil huta kayu dan 
bukan kayu serta pemungutan hasil
hutan kayu dan bukan kayu.

2) Pemanfaatan Hutan Produksi
sebagaimana ayat (1) dengan
pemberian berizinan berusaha dari
pemerintah pusat.

Pasal 29
Perizinan berusaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) 
dapat diberikan kepada :
a. Perorangan;
b. koperasi;
c. badan usaha milik negara, atau
d. badan usaha milik daerah.
e. badan usaha milik swasta

Pasal 26

Pasal 29

Pasal 27

Pasal 28
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Pasal 29B
Ketentuan lebih lanjut mengenai
Perizinan Berusaha, pemanfaatan
hutan, dan kegiatan perhutanan
sosial diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Pasal 29A
1) Pemanfaatan Hutan Lindung dan 

Hutan Produksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal
28dpat dilakukan kegiatan
Perhutanan Sosial.

2)   Perhutanan Sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan kepada:
a. Perorangan;
b. Kelompok tani;
c. Koperasi.

Pasal 29A

Pasal 31

Pasal 29B

Pasal 30

UU 
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Pasal 30
Dalam rangka pemberdayaan
ekonomi masyarakat, setiap badan 
usaha milik Negara, badan usaha, 
usaha milik daera, dan  badan usaha
milik swasta yang memperoleh
perizinan berusaha pemanfaatan
hutan wajib bekerjasama dengan
koperasi masyarakat setempat.

Pasal 31
1) Untuk menjamin asas keadilan, 

pemerataan, dan lestari, Perizinan
berusaha terkait pemanfaatan hutan
dibatasi dengan mempertimbangkan
aspek kelestarian hutan dan aspek
kepastian usaha.

(2)    Ketentuan mengenai pembatasan
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
diatur dengan peraturan pemerintah

UU No 11 Tahun 2021
(amanat)



Pasal 32

Pemegang Perizinan Berusaha
berkewajiban untuk menjaga, 
memelihara dan melestarikan hutan
tempat usahanya.

Pasal 33
1) Usaha pemanfaatan hasil hutan

meliputi kegiatan penanaman, 
pemeliharaan, pemanenan, 
pengolahan, dan pemasaran hasil
hutan.

2) Pemanenan dan pengolahan hasil
hutan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tidak boleh melebihi daya
dukung hutan secara lestari.

3) Ketentuan mengenai pembinaan dan 
pengembangan pengolahan hasil
hutan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 35
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Pasal 35
1) Setiap pemegang Perizinan Berusaha

terkait pemanfaatan hutan dikenakan
penerimaan negara bukan pajak dibidang
kehutanan.

2) Penerimaan negara bukan pajak dibidang
kehutanan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) yang berasal dari dana reboisasi
hanya dipergunakan untuk kegiatan
rehabilitasi hutan dan lahan..

3) Setiap pemegang Perizinan Berusaha
terkait pemanfaatan hutan wajib
menyediakan dana investasi untuk biaya
pelestarian hutan.

4) Setiap pemegang Perizinan Berusaha
terkait pemungutan hasil hutan hanya
dikenakan penenmaan negara bukan pajak
berupa provisi dibidang kehutanan.

5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

UU No 11 Tahun 2021
(amanat)



Peraturan Pemerintah
(Amanat)

Tentang Penyelengaraan
Kehutanan

PP No 23 tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko

PP No 5 tahun 2021

PP No 5 PP No 23

Pasal 202  
Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata
Hutan, penyusunan rencana
pengelolaan Hutan, pemanfaatan
Hutan Lindung dan Hutan Produksi,
Pengolahan Hasil Hutan, PUHH, dan
PNBP Pemanfaatan Hutan diatur
dalam Peraturan Menteri.

Pasal 6 ayat (7)
Standar kegiatan usaha dan/atau
standar produk sebagaimana.
Dimaksud pada ayat (3) huruf d pada
masing-masing sektor diatur dengan
Peraturan Menteri/Kepala Lembaga.

PP No 24 tahun 2021

(Pengenaan PSDH/DR dan Kerjasama Pemanfaatan)

PP No 24

PP No 22 tahun 2021

(dokumen lingkungan hidup)

PP No 22
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Substansi
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Penatausahaan Hasil 
Hutan (PUHH) Pengolahan 
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OUTLINE PERMEN LHK

BAB I     KETENTUAN UMUM

BAB II    TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA 

PENGELOLAAN HUTAN

BAB III  PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN

BAB IV   USAHA PEMANFAATAN HUTAN

BAB V    PENGOLAHAN HASIL HUTAN

BAB VI   PENJAMINAN LEGALITAS HASIL HUTAN 

BAB VII  PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN

BAB VIII PNBP PEMANFAATAN HUTAN

BAB IX   PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN 

PEMANFAATAN HUTAN

BAB X   TATA CARA SANKSI ADMINISTRATIF 

PEMANFAATAN HUTAN

BAB XI  KETENTUAN PERALIHAN

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

2  Pasal

46 Pasal

59 Pasal

71 Pasal

38 Pasal

36 Pasal

52 Pasal

38 Pasal

17 Pasal

26 Pasal

10 Pasal

1 Pasal
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TATA HUTAN DAN 
PENYUSUNAN 

RENCANA 
PENGELOLAAN 

HUTAN 

Tata Hutan dan Penyusunan

Rencana Pengelolaan Hutan

2

Tata Hutan

Rencana Pengelolaan Hutan

Organisasi KPH

Fasilitasi Dana Pembangunan dan 
Pengembangan KPH

Arahan Pemanfaatan Hutan

Pengganti Biaya
Investasi

Pembuatan dan/atau
Penggunaan Koridor • Penyusunan dan Penilaian RPHJP

• Pengesahan RPHJP KPH
• Perubahan RPHJP KPH
• Penyusunan, Penilaian & Pengesahan

RPHJPd KPH

• Tugas dan Fungsi KPH
• Sumber Daya Manusia Pengelola KPH
• Resor KPH

▪ Kriteria Arah Pemanfaatan HL
▪ Kriteria Arah Pemanfaatan HP

▪ Pembuatan Koridor
▪ Cara Pemohonan Persetujuan

Pembuatan Koridor
▪ Tata Cara Permohonan Persetujuan

Penggunaan Koridor
▪ Ketentuan Pembuatan Koridor dan 

Pemanfaatan Kayu



PERIZINAN BERUSAHA 

PEMANFAATAN HUTANTata Cara Permohonan
Dan Perpanjangan PBPH

PBPH Terintegrasi
Dengan Pengolahan
HHK dan BK

▪ Umum
▪ Persyaratan Permohonan PBPH pada 

Hutan Lindung
▪ Penyelesaian Permohonan PBPH 

pada Hutan Lindung
▪ Pemenuhan Komitmen PBPH pada 

Hutan Lindung
▪ Penyelesaian Pemenuhan 

Persetujuan Komitmen PBPH pada 
Hutan Lindung 

▪ Persyaratan Permohonan PBPH pada 
Hutan Produksi

▪ Penyelesaian Permohonan PBPH 
pada Hutan Produksi

▪ Pemenuhan Komitmen PBPH pada 
Hutan Produksi

▪ Penyelesaian Pemenuhan 
Persetujuan Komitmen PBPH pada 
Hutan Produksi 

▪ Perpanjangan PBPH
▪ Tata Cara Permohonan Perpanjangan

PBPH
▪ Penyelesaian Permohonan

Perpanjangan PBPH

Perubahan Luasan, 
Pembatasan Perizinan, 
Dan Penyerahan Kembali 
PBPH

▪ Perubahan Luasan PBPH
▪ Pembatasan PBPH
▪ Penyerahan Kembali PBPH

Pemindahtanganan PBPH

Perubahan Nama Pemegang PBPH

Penyesuaian PBPH



USAHA 

PEMANFAATAN HUTAN

Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung

Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi

Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non   Kehutanan (PKKNK)

• Perencanaan Pemanfaatan Hutan Lindung
• Pelaksanaan Usaha
• Kerjasama dan Kemitraan PBPH
• Pelaporan

• Perencanaan Pemanfaatan Hutan Produksi
• Pelaksanaan Usaha 
• Pelaporan
• Kelola Lingkungan dan Kelola Sosial
• Jangka Benah
• Aset Tanaman

• Permohonan dan Persetujuan PKKNK
• Hapusnya Persetujuan PKKNK



PENGOLAHAN 

HASIL HUTAN

OLAH HH

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan
• Klasifikasi PBPHH
• Kewenangan Penerbitan PBPHH

Tata Cara Permohonan & 
Penerbitan PBHH

• Pelaku Usaha PHH
• Persyaratan Permohonan PBPHH
• Tata Cara Permohonan PBPHH
• Pemenuhan Komitmen
• Pengawasan Penyelesaian Pemenuhan Komitmen
• Tata cara Penyampaian Penyelesaian Pemenuhan
• Tata cara Notifikasi pada Sistem OSS

Mesin Portable Pengolahan Kayu

• Umum
• Persetujuan Pengopersional Mesin

Portable

Realisasi Pembangunan PBPHH 
atau PerluasannyaPerubahan dan Perluasan PBPHH

• Perubahan PBPHH
• Perluasan PBPHH
• Perubahan Penggantian nama, 

Pemindahtangan, Penggabungan, pindah
lokasi, penambahan Gudang PBPHH

• Penurunan Kapasitas Produksi PBPHH
• Perubahan Komposisi Ragam Produk
• Perubahan Penggunaan Mesin Utama 

Produksi
• Perubahan Data dan Informasi PBPHH

Pendaftaran Ulang PBPHH

Sumber bahan baku, rencana kegiatan
operasional dan angka rendemen

• Sumber Bahan Baku
• Rencana Kegiatan Operasional PHH
• Angka Rendemen
• Tata cara persetujuan perubahan angka rendemen
• Tata cara penelaahan dan verifikasi lapangan

Masa berlaku PBPHH
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PENATAUSAHAN HASIL HUTAN 
(PUHH)

Penatausahaan Hasil Hutan Kayu

• Objek PUHH Kayu
• Pencatatan Rencana Produksi
• Produksi HHK
• Pengangkutan
• Penerimaan Kayu di tujuan Pengangkutan
• TPK Hutan, TPK Antara dan TPT KB

Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu

• Pencatatan Rencana Produksi
• Produksi HHBK
• Pengangkutan HHBK
• Penerimaan HHBK di tujuan Pengangkutan
• Pengumpul terdaftar HHBK

SKSHH dan SKSHH Pengganti
Pengangkutan HH Lelang, Ekspor & Impor

PUHH Pemanfaatan Kawasan dan 
Jasa Lingkungan

• Pencatatan Rencana Produksi
• Produksi Pemanfaatan Kawasan dan 

Jasa Lingkungan

Pengangkutan kayu budidaya
dari hutan hak

• Pemanfaatan
• Pengangkutan
• Peningkatan Kapasitas Pemilik

hutan hak

Pengukuran dan Pengujian
• Profesi GANISPH
• Pembentukan GANISPH
• Penugasan GANISPH
• Kewajiban GANISPH
• Pengendalian Penugasan GANISPH
• Pembatalan Penugasan GANISPH



PNBP PEMANFAATAN HUTAN

Pengenaan PNBP (Pasal 306 s.d 315

• Jenis PNBP 
• Iuran Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
• PSDH
• DR
• Dana hasil usaha penjualan tegakan (DHUPT)
• Denda Pelanggaran eksploitasi Hutan (DPEH)
• Penerimaan Pelayan Dokumen Angkutan HH 

(PPDAHH)
• Penerimaan Pelayan Dokumen Penjaminan Ekspor HH 

(PPDPLEHH)
• Ganti Rugi Tegakan (GRT)
• Sanksi Denda Administraf terhadap kegiatan usaha

perkebunan Kelapa Sawit dalam Kawasan hutan

Pengembalian PNBP (Pasal 323 s.d 331
• Ruang Lingkup Pengembalian
• Pengajuan Permohonan Pengembalian PNBP
• Uji kelengkapan dokumen pendukung Pengembalian

PNBP
• Penelitian Pengembalian PNBP Pembayaran dimuka
• Uji Kelengkapan Dokumen Pendukung
• Penelitian Pengembalian PNBP Pemindahbukuan

Pembayaran dan Penyetoran (Ps. 316 s.d 317)

Pembayaran Uang Muka (Ps. 318 s.d 319)

Hasil Hutan Proses Lelang (Pasal 320)

Hasil Hutan tidak di LHP kan Ps. 321 s.d 322)

Pembayaran PSDH DR atas Persetujuan
Pemerintah (Ps. 332)

Pengendalian dan Pengelolaan PNBP 
(Ps.333 s.d 335) 

Sistem informasi Ps. 336 s.d 341)

• Pengelolaan
• Hak Akses
• Pembiayaan
• Penyimpanan data
• Rekonsiliasi data

Pasal 305 s.d 341



PASCA  UU CK

PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN  

A.  Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Lindung :
1. Kegiatan Usaha Pemanfaatan Kawasan
2. Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan
3. Kegiatan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu

B. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Produksi :
1. Kegiatan Usaha Pemanfaatan Kawasan
2. Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan
3. Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan 

Bukan Kayu
4. Kegiatan Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu

Perizinan Berusaha Berbasis
Resiko

Satu Perizinan Berusaha utk
Multiusaha

Jangka Waktu Perizinan
Berusaha maksimal

Pembatasan Luas & Jumlah
Perizinan Berusaha

Iuran Perizinan Berusaha
Single Tarif

Perubahan Luas Areal 
Perizinan Berusaha di PP

Kewenangan pemberi Perizinan
Berusaha oleh Pemerintah Pusat

Dokumen Lingkungan
Terintegrasi
Sanksi Adm (Denda, 
Penghentian operasional, 
pencabutan)
Subyek Perizinan Berusaha
(perseorangan, Kop, BUMD, 
BUMS, BUMN)
Peta Arahan Pemanfaatan HL & 
HP di PP

SILIN/RIL/S-PHPL di PP

Pemulihan Lingkungan

C. Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan :
1. Kayu

a.Kapasitas < 2000 M3/Tahun
b.Kapasitas 2000 M3/Tahun S.D  < 6000 M3/Tahun
c.Kapasitas 2000 M3/Tahun ≥ 6000 M3/Tahun

2. Bukan Kayu ( Kecil, Menengah, Besar)

Pemberian Perizinan Berusaha
berbasis Resiko (RBA)

Tata cara perizinan diatur di PP

Perizinan Berusaha
pengolahan hulu dan
lanjutan terintegrasi

Legalitas perdagangan ekspor
diatur di PP

Integrasi Perizinan pemanfaatan
hutan dan pengolahan hasil hutan
diatur di PP



REKONFIGURASI PENGELOLAAN HUTAN

KELOLA  

SOSIAL

KELOLA 

EKONOMI

Pengelolaan Landscape/SFM

PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL DAN                        
PERIZINAN BERUSAHA

PERSETUJUAN LINGKUNGAN

PENGUATAN AKSES
LEGAL MASYARAKAT

MULTIUSAHA 
KEHUTANAN

HUTAN SEBAGAI SATU KESATUAN EKOSISTEM 
(Landscape Management)

Ecologically Sensible, Socially Acceptable, Economically Feasible

KELOLA 

LINGKUNGAN



LIMA PILAR PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN

KEPASTIAN 
KAWASAN

JAMINAN 
BERUSAHA

PRODUKTIVITAS DIVERSIFIKASI 
PRODUK

DAYA SAING

PNBP
EKSPORT

PASAR DOMESTIK
CIPTA KERJA

MITIGASI dan ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM 



1 OUTLINE PERMEN LHK

BAB I 

KETENTUAN UMUM

Bagian Paragraf
Jumlah
Pasal

Kesatu Pengertian - 1 Pasal

Kedua Ruang Lingkup - 1 Pasal



KLHK
TATA HUTAN DAN 

PENYUSUNAN RENCANA 
PENGELOLAAN HUTAN 



2
TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN

(7 BAGIAN, 15 PARAGRAF dan 47 PASAL)

Bagian Paragraf Jumlah Pasal

Kesatu Tata Hutan - 5 Pasal
(Pasal 3-7)

Kedua Rencana Pengelolaan Hutan 1
2
3
4
5

Umum
Penyusunan dan Penilaian RPHJP KPH
Pengesahan RPHJP KPH
Perubahan RPHJP KPH
Penyusunan Penilaian & Pengesahan RPHJPd KPH

9 Pasal
(Pasal 8-16)

Ketiga Organisasi KPH 1
2
3

Tugas dan Fungsi KPH
SDM Pengelola KPH
Resor

6 Pasal
(Pasal 17-22)

Keempat Fasilitasi Dana 
Pembangunan dan 
Pengembangan KPH

- 2 Pasal
(Pasal 22-23)

Kelima Arah Pemanfaatan Hutan 1
2
3

Umum
Kriteria Arah Pemanfaatan Hutan Lindung
Kriteria Arah Pemanfaatan Hutan Produksi

4 Pasal
(Pasal 24-27)

Keenam Pengganti Biaya Investasi - 7 Pasal
(Pasal 28-34)

Ketujuh Pembuatan dan/atau
Penggunaan Koridor

1
2
3
4

Persetujuan Koridor
Tata Cara Permohonan Persetujuan Pembuatan Koridor
Tata Cara Permohonan Persetujuan Penggunaan Koridor
Ketentuan Pembuatan Koridor dan Pemanfaatan Kayu

14 Pasal
(Pasal 35-48)





RENCANA PENGELOLAAN HUTAN (Pasal 8 -16)



ORGANISASI KPH (Pasal 17-21)



PENGELOLAAN HUTAN

•Penyusunan RPHJP dan 

•RPHJPd

RESOR KPH

•Perencanaan pembangunan
resor

•Pembangunan sarpras

•Operasional resor

Investarisasi hutan, 
pengukuhan, penatagunaan
KH dan rencana kehutanan

KPH

•Inventarisasi hutan

•Identifikasi potensi

•Penyusunan neraca SDH

•Penyusunan rancangan tata 
hutan

•Pengembangan system 
jaringan spasial KPH

Rehabilitasi dan reklamasi
pada KPH

•Identifikasi lahan kritis

•Prakondisi masyarakat

•Penguatan kelembagaan

•Penyusunan rantek
rehabilitasi

•Persemaian

•Penanaman

•Pembangunan sarpras

Pemanfaatan dan penggunaan
kawasan pada KPH

•Identifikasi kawasan yg tidak
dibebani PBPH

•Identifikasi kebutuhan
GANISPH

•Identifikasi dan penyelesaian
konflik tenurial

•Pemantauan dan evaluasi RKT

•Pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kewajiban PNBP

Perlindungan dan 
pengamanan hutan, 

pengendalian Kebakaran

• Patroli pengamaman
hutan

• Perlindungan dan 
pengengalian Karhutlah

• Pemulihan ekosistem
gambut

• Pengadaan Sarpras

Pendampingan, 
pembinaan kelompok

tani hutani

• Identifikasi dan 
pemetaan potensi areal 
PS

• Identifikasi dan 
pemetaan
pengusahaan lahan

• Identifikasi dan 
pemetaan konflik
tenurial

• Pendampingan
penyuranan rencana
pengelolaan PS

Penataan Kawasan dalam
rangka pengukuhan

kawasan hutan

• Pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan
TORA

• Pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan
PS

• Idientifikasi batas
kawasan hutan

• Pelaksanaan dan 
pemetaan tata batas
wilayah KPH

Pertumbuhan Investasi, 
Pengembangan Industri

untuk PEN

• Pengadaan sarpras
promosi investasi
secara online

• Promosi potensi areal 
PBPH dan PS

• PembangunanIndustri
kreatif

• Mendorong
pemasaaran produksi
hasil hutan dan Jasa
Lingkugan melalui e-
comerce

Peningkatan Kapasitas
SDM

• Penyuluhan masyarakat

• Peningkatan
kompetensi teknis bagi
penyuluh, manggala
agni dan polisi
kehutanan

• Peningkatan kapasitas
usaha masyarakat

• Pendampingan usaha
produktif masyarakat



FASILITASI DANA PEMBANGUNAN                                                                                                  
DAN PENGEMBANGAN KPH  (Pasal 22 – Pasal 23)



APBN DIARAHKAN UNTUK MENDUKUNG
PROGRAM PEMBANGUNAN DI                                                                                                       

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Pasal 22 ayat 2) 



APBN DIARAHKAN UNTUK MENDUKUNG
PROGRAM PEMBANGUNAN DI                                                                                                       

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Pasal 22 ayat 2) 



APBN DIARAHKAN UNTUK MENDUKUNG
PROGRAM PEMBANGUNAN DI                                                                                                       

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Pasal 22 ayat 2) 



APBN DIARAHKAN UNTUK MENDUKUNG
PROGRAM PEMBANGUNAN DI                                                                                                       

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Pasal 22 ayat 2) 



PETA ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN

Pasal 24



PENGGANTIAN BIAYA INVESTASIPENGGANTIAN BIAYA INVESTASI



PEMBUATAN DAN/ATAU PENGGUNAAN KORIDOR



KLHK

Amanat

PERIZINAN BERUSAHA 
PEMANFAATAN HUTAN



3 OUTLINE PERMEN LHK

BAB III

PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN

Bagian Paragraf Jumlah Pasal

Kesatu Tata Cara Permohonan Dan 
Perpanjangan Perizinan
Berusaha Pemanfaatan Hutan

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12

Umum
Persyaratan Permohonan PBPH pada Hutan Lindung
Penyelesaian Permohonan PBPH pada Hutan Lindung
Pemenuhan Komitmen PBPH pada Hutan Lindung
Penyelesaian Pemenuhan Persetujuan Komitmen PBPH pada Hutan 
Lindung 
Persyaratan Permohonan PBPH pada Hutan Produksi
Penyelesaian Permohonan PBPH pada Hutan Produksi
Pemenuhan Komitmen PBPH pada Hutan Produksi
Penyelesaian Pemenuhan Persetujuan Komitmen PBPH pada Hutan 
Produksi 
Perpanjangan PBPH
Tata Cara Permohonan Perpanjangan PBPH
Penyelesaian Permohonan Perpanjangan PBPH

36 Pasal
(Pasal 49 - 84)

Kedua Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Hutan
Terintegrasi Dengan
Pengolahan Hasil Hutan Kayu 
Dan Bukan Kayu 

- - 1 Pasal
(Pasal 85)

Ketiga Perubahan Luasan, 
Pembatasan Perizinan, Dan 
Penyerahan Kembali Perizinan 
Berusaha Pemanfaatan Hutan 

1
2
3

Perubahan Luasan PBPH
Pembatasan PBPH
Penyerahan Kembali PBPH

14 Pasal
(Pasal 86 – 99)



3 OUTLINE PERMEN LHK

BAB III

PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN

Bagian Paragraf Jumlah Pasal

Keempat Pemindahtanganan 
Perizinan Berusaha 
Pemanfaatan Hutan

- - 4 Pasal
(Pasal 100 - 103)

Kelima Perubahan Nama 
Pemegang Perizinan
Berusaha Pemanfaatan
Hutan

- - 1 Pasal
(Pasal 104)

Keenam Penyesuaian Perizinan
Berusaha Pemanfaatan
Hutan

- - 3 Pasal
(Pasal 105 - 107)



HUTAN PRODUKSI
(MULTIUSAHA)

PEMANFAATAN KAWASAN

PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN

PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU

PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU

PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

HUTAN LINDUNG
(MULTIUSAHA)

PEMANFAATAN KAWASAN

PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN

PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN
(UMUM – PASAL 49)

Tujuan: untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa Hutan secara optimal, adil, 
dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat



Peta Arahan Pemanfaatan Hutan

Persyaratan Areal PBPH (Umum - Pasal 50)

1. Informasi peta arahan pemanfaatan hutan
2. Permohonan pertimbangan teknis untuk hutan lindung

atau rekomendasi untuk hutan produksi dari gubernur
3. Verifikasi administrasi dan teknis
4. Pembuatan working area/peta areal kerja

Proses PBPH tidak dikenakan Biaya
(Umum - Pasal 51 ayat 1)

1. Survei lapangan
2. Pembuatan proposal teknis
3. Penyusunan dokumen lingkungan

Biaya menjadi Tanggung Jawab Pemohon
(Umum - Pasal 51 ayat 2)

1. Perseorangan
2. Koperasi
3. Badan Usaha Milik Negara
4. Badan Usaha Milik Daerah
5. Badan Usaha Milik Swasta

Pemohon (Umum - Pasal 52)

Acuan Rekomendasi Gubernur

PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN 
(UMUM - PASAL 50 s.d. 52)



TATA CARA DAN PERSYARATAN –
PASAL 53 s.d. 56 (HL) PASAL 71 (HP)

PBPH 
(HL & HP)

DIAJUKAN KEPADA MENTERI MELALUI 
LEMBAGA OSS + PERSYARATAN

PERNYATAAN 
KOMITMEN

PERSYARATAN
TEKNS

1. pembuatan
berita acara 
hasil
pembuatan
koordinat
geografis batas
areal yang 
dimohon

2. penyusunan
dokumen
lingkungan

3. pelunasan
IPBPH

1. Proposal teknis

2. Pertimbangan

teknis/rekomen

dasi dari

gubernur

SISTEM ELEKTRONIK 
TERINTEGRASI (OSS)

DOKUMEN ASLI 
DISAMPAIKAN KEPADA 

DIRJEN



Persyaratan Teknis dan Pemenuhan
Komitmen
1. Penyampaian dokumen lingkungan
2. pembuatan berita acara koordinat

geografis areal yang dimohon; dan
3. pelunasan IPBPH

1. Penyampaian persetujuan lingkungan berupa UKL UPL (HL), 
AMDAL (HP)

2. Pembuatan berita acara koordinat geografis areal yang dimohon
3. Pertimbangan teknis/rekomendasi dari gubernur
4. Pelunasan IPBPH
5. Proposal teknis

PerMenLHK No.3/2021

(Lampiran) 

Persyaratan Umum Usaha

1. Persetujuan

Lingkungan

PerMenLHK No.3/2021 (Lampiran) 

Persyaratan Khusus Usaha

1. Pembuatan berita acara koordinat
geografis areal yang dimohon

2. Pertimbangan teknis/rekomendasi
dari gubernur

3. Pelunasan IPBPH
4. Proposal teknis

PerMenLHK No.8/2021 (Pasal 54 )

Pemenuhan Komitmen

1. pembuatan Berita acara hasil 
pembuatan koordinat 
geografis batas areal yang 
dimohon;

2. penyusunan Dokumen
Lingkungan; dan

3. pelunasan IPBPH

PerMenLHK No.8/2021

(Pasal 54,55,56 dan 71 )

Persyaratan Teknis

1. proposal teknis

2. Pertimbangan

teknis/rekomendasi

dari gubernur

PERSYARATAN PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN

PerMenLHK No.3/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PP 5 TAHUN 2021 (Lampiran II)
PP 23 TAHUN 2021

(Pasal 135 dan 152 ayat 5)



PerMenLHK No. 4/2021 (DAFTAR USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI AMDAL, UKL dan UPL ATAU SPPL - LAMPIRAN I)

No KBLI Jenis Usaha dan/atau Kegiatan
Skala/Besaran

Amdal
Skala/Besaran

UKL-UPL
Alasan Ilmiah Amdal

Bidang Pemanfaatan
Hutan

02111, 02121,
02122, 02130, 
02209

Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Kehutanan

1. Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Semua Besaran

2. Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Semua Besaran

3. Pemanfaatan Hasil hutan kayu Semua Besaran
(Kategori B)

1. Berpotensi mengubah bentang alam
2. Berpotensi menimbulkan gangguan terhadap

keanekaragaman hayati dan ekosistemnya
3. Berpotensi Menimbulka dampak pada udara (emisi), air 

(banjir), pencemaran, berkurangnya debit sungai, dan
tanah (erosi)

4. Berpotensi menyebabka konflik sosial

4.Pemanfaatan HHBK Semua Besaran

5.Pemungutan Hasil Hutan Kayu Semua Besaran

6.Pemungutan HHBK Semua Besaran

DOKUMEN LINGKUNGAN 

Pasal 136, Pemanfaatan Hutan HL yang kegiatannya tidak
berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib
memenuhi standar UKL dan UPL sesuai dengan ketentuan
perundangan-undangan

Pasal 154, Pemanfaatan Hutan pada HP yang kegiatannya
mengubah bentang alam dan mempengaruhi lingkungan serta
berdampak penting wajib memenuhi AMDAL sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

PP No.23/2021 (Pasal 136 dan 154)



PEMOHON

Pemohon mendaftar
OSS

Permohonan
PBPH

Pemenuhan
Komitmen

NIB

Diajukan kepada Menteri
melalui OSS 

(ceklist persyaratan)

Penolakan Permohonan

Penerbitan PBPH Komitmen
(BA Koordinat Geografis, 

UKL UPL, Iuran)

Pembatalan PBPH Komitmen

Kepala BKPM a.n. Menteri 
menerbitkan Sertifikat Standar

PBPH

KEMENLHK

1

Verifikasi
administrasi, peta &

Proposal 
Teknis

TIDAK
LENGKAP

LENGKAP

TIDAK

Verifikasi
Komitmen

YA

2

5

4

7

6

YA

TIDAK

3PROSES BISNIS

PBPH PADA HL
(Pasal 57 – 70)

NIB +

SERTIFIKAT

STANDAR

Peta Arahan
Pemanfaatan



PEMOHON

Pemohon mendaftar
OSS

Permohonan
PBPH

Pemenuhan
Komitmen

NIB

Diajukan kepada Menteri
melalui OSS 

(ceklist persyaratan)

Penolakan Permohonan

Penerbitan PBPH Komitmen
(BA Koordinat Geografis, 

AMDAL, Iuran)

Pembatalan PBPH Komitmen

Kepala BKPM a.n. Menteri 
menerbitkan Keputusan 

PBPH

KEMENLHK

1 Peta Arahan
Pemanfaatan

Verifikasi
administrasi, peta &

Proposal 
Teknis

TIDAK
LENGKAP

LENGKAP

TIDAK

Verifikasi
Komitmen

YA

2

5

4

7

6

YA

TIDAK

3PROSES BISNIS

PBPH PADA HP
(Pasal 72 – 74)

NIB + IZIN



PERPANJANGAN PBPH (Pasal 75 – 84)

1. PBPH dapat diperpanjang 1 (satu) kali

2. Diajukan kepada Menteri (eksisting)

3. Diajukan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya
PBPH. 

4. PBPH yang tidak mengajukan permohonan perpanjangan, 
pemberi PBPH diterbitkan keputusan hapusnya PBPH

5. Perpanjangan PBPH berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
melekat pada PBPH sebelumnya

6. Pemegang persetujuan komitmen perpanjangan PBPH 
melunasi IPBPH dengan tarif sesuai tutupan lahan kecuali
terhadap PBPH dengan kegiatan utama Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu Hutan Alam menggunakan tutupan lahan tinggi



PBPH TERINTEGRASI
DENGAN PENGOLAHAN HHK DAN HHBK (Pasal 85)

Areal PBPH pada Hutan Produksi dapat diintegrasikan
dengan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dan Pengolahan Hasil

Hutan Bukan Kayu



1. Merupakan pengurangan luasan areal kerja PBPH
2. Dapat dilakukan dalam hal terjadi:

a. Tumpang tindih PBPH
b. Perubahan status dan/atau fungsi Kawasan Hutan

yang diakibatkan adanya perubahan tata ruang; atau
c. Kebijakan pemerintah (proyek strategis nasional, PEN, 

ketahanan pangan/food estate), dan kegiatan lainnya
yang strategis serta penataan Kawasan Hutan pada 
areal PBPH).

3. Dilakukan melalui:
a. Permohonan oleh pemegang PBPH;
b. Permohonan oleh gubernur; atau
c. Penetapan oleh Menteri.

PERUBAHAN LUASAN PBPH (Pasal 86 – 95)



PEMBATASAN PBPH (Pasal 96 – 97)

1. Pembatasan luasan, pembatasan jumlah PBPH, 
penataan lokasi usaha

2. Dapat diberikan paling banyak 2 (dua) PBPH untuk
setiap Pelaku Usaha

3. Pada Hutan Produksi, diberikan paling luas 50.000 
Ha kecuali untuk wilayah Papua, dapat diberikan
paling luas 100.000 Ha



PENYERAHAN KEMBALI PBPH
(Pasal 98 – 99)

1. PBPH dapat diserahkan kembali oleh pemegang PBPH kepada Menteri sebelum
jangka waktu izin berakhir (Pemeriksaan administrasi terhadap pemenuhan
seluruh kewajiban, pemegang PBPH wajib melunasi kewajiban finansial).

2. Penyerahan kembali PBPH dapat dilakukan dalam hal terjadi:
a. Areal tidak dapat (tidak layak) dikelola akibat adanya perubahan status 

dan/atau fungsi Kawasan Hutan pada sebagian besar areal (permohonan
pemegang PBPH)

b. Pemegang PBPH tidak mampu mengelola karena faktor finansial
(permohonan pemegang PBPH)

c. Kebijakan pemerintah, antara lain proyek strategis nasional (setelah 
seluruh kewajiban pembayaran PSDH dan DR beserta tunggakannya 
dibayar lunas)



PEMINDAHTANGANAN PBPH (Pasal 100 – 104)
1. PBPH dapat dipindahtangankan dengan persetujuan Menteri.

2. Pemindahtanganan PBPH :

a. Pengalihan PBPH dari pemegang PBPH kepada pemegang PBPH lain atau oleh bukan
pemegang PBPH yang dilakukan melalui jual beli.

b. Pemegang PBPH menggabungkan diri (merger) dengan pemegang PBPH lain atau
dengan bukan pemegang PBPH.

c. Pemegang PBPH meleburkan diri dengan pemegang PBPH lain atau dengan bukan
pemegang PBPH, atau

d. Pemisahan Usaha Pemanfaatan Hutan, pemegang PBPH yang kemudian dialihkan
kepada pihak pemegang PBPH lain atau dengan bukan pemegang PBPH.

3. Penggabungan PBPH, peleburan PBPH, dan pemisahan PBPH diajukan melalui
permohonan kepada Menteri (berbentuk perseroan terbatas dan dilakukan tanpa
mengadakan likuidasi terlebih dahulu)

4. Dalam hal Menteri memberikan persetujuan penggabungan, peleburan, dan pemisahan
pemegang PBPH maka pemohon harus mendapatkan persetujuan akta penggabungan, 
peleburan, dan pemisahan pemegang PBPH dari Menteri Hukum dan HAM.

5. Pemegang PBPH dapat melakukan pemindahan hak atas saham baik yang berdampak
ataupun tidak berdampak terhadap beralihnya pengendalian atas PBPH dan
pemindahtanganan PBPH (pemegang PBPH wajib mencatat pemindahan hak atas saham
dan memberitahukan kepada Menteri).



PENAMBAHAN KEGIATAN HHK 

PENYESUAIAN IZIN USAHA DEFINITIF MENJADI PBPH (Pasal 105 – 107)
TIDAK BERDAMPAK PENAMBAHAN JANGKA WAKTU

IZIN USAHA 
DEFINITIF

TETAP BERLAKU 
DAN 

DIPERSAMAKAN 
DENGAN PBPH

DOKUMEN 
LINGKUNGAN 

TETAP

RKUPH DEFINITIF 
SATU KEGIATAN

TETAP BERLAKU S.D. 
BERAKHIRNYA 

PERIODE RENCANA 
KERJA

TAMBAH KEGIATAN 
(MULTIUSAHA)

USULAN 
REVISI RKUPH

PENYESUAIAN/
ADDENDUM DOKUMEN 

LINGKUNGAN

PERSETUJUAN 
REVISI RKUPH

MULTI USAHA

ARAHAN 
PERBAIKAN RKUPH

MULTI USAHA

TIDAK BERDAMPAK 
PENAMBAHAN 

JANGKA WAKTU

AMDAL/UKL UPL

TERGANTUNG PADA DAMPAK 
PENTING HIPOTETIK

PENAMBAHAN KEGIATAN
HHK → AMDAL

PENAMBAHAN KEGIATAN
SELAIN HHK → UKL-UPL



PERSETUJUAN 
REVISI RKUPH

MULTI USAHA

ARAHAN 
PERBAIKAN 

RKUPH

MULTI USAHA

ADDENDUM 
PBPH

MULTI USAHA

PENAMBAHAN 
IPBPH

MULTI USAHA

IZIN USAHA 
DEFINITIF

TETAP BERLAKU 
DAN 

DIPERSAMAKAN 
DENGAN PBPH

DOKUMEN 
LINGKUNGAN 

TETAP

RKUPH DEFINITIF 
SATU KEGIATAN

TETAP BERLAKU S.D. 
BERAKHIRNYA 

PERIODE RENCANA 
KERJA

TAMBAH KEGIATAN 
(MULTIUSAHA)

USULAN 
REVISI RKUPH

PENYESUAIAN/
ADDENDUM DOKUMEN 

LINGKUNGAN

BERDAMPAK PENAMBAHAN 
JANGKA WAKTU 

PENYESUAIAN IZIN USAHA DEFINITIF MENJADI PBPH (Pasal 105 – 107)
BERDAMPAK PENAMBAHAN JANGKA WAKTU

AMDAL/UKL UPL

TERGANTUNG PADA DAMPAK 
PENTING HIPOTETIK

PENAMBAHAN KEGIATAN
HHK → AMDAL

PENAMBAHAN KEGIATAN
SELAIN HHK → UKL-UPL



PERMOHONAN PEMBERIAN IZIN 
PEMANFAATAN HUTAN DITERIMA SEBELUM 

BERLAKUNYA P.8/2021

DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN DALAM 
P.8/2021 DENGAN MENGAJUKAN 

PERMOHONAN BARU DAN DILENGKAPI 
PERSYARATAN

PERMOHONAN PERPANJANGAN DAN 
PERLUASAN IZIN PEMANFAATAN HUTAN 

DITERIMA SEBELUM BERLAKUNYA P.8/2021

PROSES TETAP DILANJUTKAN DAN 
DITERBITKAN PERIZINAN BERUSAHA

Permohonan pemberian PBPH dapat diproses secara manual sepanjang Sistem OSS belum operasional

Pasal 386, Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

KETENTUAN PERALIHAN (Pasal 386 – 387)



IZIN PEMANFAATAN HUTAN YANG 
DITERBITKAN OLEH MENTERI/KEPALA 

BKPM/GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA 
SEBELUM BERLAKUNYA P.8/2021

DINYATAKAN TETAP BERLAKU, SELANJUTNYA 
DIPERSAMAKAN SEBAGAI PBPH

IZIN HUTAN TANAMAN INDUSTRI SEMENTARA 
YANG TELAH TERBIT SEBELUM BERLAKUNYA 

P.8/2021

DINYATAKAN TETAP BERLAKU DAN YANG 
TELAH MEMENUHI PERSYARATAN, DIPROSES 

MENJADI PBPH

Pasal 387, Pada saat ini Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

IZIN HUTAN TANAMAN INDUSTRI SEMENTARA 
YANG TELAH TERBIT SEBELUM BERLAKUNYA 

P.8/2021

BELUM MEMENUHI PERSYARATAN, 
DINYATAKAN TIDAK BERLAKU DAN DICABUT 

OLEH DIRJEN a.n. MENTERI

PEMEGANG NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA 
PEMANFAATAN HUTAN DENGAN KPH ATAU 

KEMITRAAN KEHUTANAN DENGAN KPH YANG 
TELAH TERBIT SEBELUM BERLAKUNYA P.8/2021

DISESUAIKAN DENGAN MENGAJUKAN 
PERMOHONAN PBPH ATAU PERSETUJUAN 

PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL SESUAI 
DENGAN KETENTUAN PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN

KETENTUAN PERALIHAN (Pasal 386 – 387)



FORMAT PROPOSAL TEKNIS PERMOHONAN PBPH
(Lampiran III)

A. Pendahuluan

1. kepemilikan saham
2. daftar pengurus perusahaan/susunan direksi
3. sumber dana/modal/group; dan
4. penjelasan pemohon tidak masuk dalam

kategori pembatasan PBPH

1. Kepastian Kawasan Calon Areal Kerja meliputi
2. Biofisik
3. Kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat dan

potensi konflik di sekitar areal

1. Jenis Kegiatan dalam PBPH
2. Perencanaan Pemanfaatan Hutan 
3. Analisis cashflow PBPH:
4. Prospek pasar

E. Penutup

1. Latar Belakang
2. Visi, Misi dan Tujuan

B. Kondisi Umum
Perusaha

C. Kondisi Umum
Areal

D. Perencanaan Perizinan 
Berusaha Pemanfaatan Hutan



KLHK

Amanat

USAHA PEMANFAATAN 
HUTAN



OUTLINE PERMEN LHK

BAB IV

USAHA PEMANFAATAN HUTAN
4

Bagian Paragraf Jumlah Pasal

Kesatu Usaha Pemanfaatan
Hutan Lindung

1
2
3
4
5

Umum
Perencanaan Pemanfaatan Hutan Lindung
Pelaksanaan Usaha
Kerjasama dan Kemitraan PBPH
Pelaporan

29 Pasal
(Pasal 108- 136)

Kedua Usaha Pemanfaatan
Hutan Produksi

1
2
3
4
5
6
7
8

Umum
Perencanaan Pemanfaatan Hutan Produksi
Pelaksanaan Usaha 
Kelola Sosial dan Kelola Lingkungan
Kerjasama dan Kemitraan
Jangka Benah
Pelaporan
Aset Tanaman

38 Pasal
(Pasal 137- 174)

Ketiga Pemanfaatan Kayu
Kegiatan Non   
Kehutanan (PKKNK)

1
2

Permohonan dan Persetujuan PKKNK
Hapusnya Persetujuan PKKNK

4 Pasal
(Pasal 175- 178)



PRINSIP MULTIUSAHA PEMANFAATAN HUTAN

Pemanfaatan hutan pada Hutan Lindung dilakukan dengan Multiusaha Kehutanan 
meliputi:
1. Pemanfaatan Kawasan
2. Pemanfaatan Jasa Lingkungan
3. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu

Usaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi dilakukan dengan multiusaha 
kehutanan melalui kegiatan:
1. Pemanfaatan Kawasan
2. Pemanfaatan Jasa Lingkungan
3. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
4. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu
5. Pemungutan Hasil Hutan Kayu
6. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu

Pelaksanaan Multiusaha dijabarkan di dalam Dokumen RKUPH



Ketentuan Pemanfaatan Hutan pada HL

a. Tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi
utamanya;

b. Tidak menimbulkan danpak negative terhadap biofisik dan social 
ekonomi;

c. Tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat;
d. Tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang

alam;
e. Tidak merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan;
f. Hanya memungut HHBK yang sudah tersedia secara alami

dan/atau hasil rehabilitasi; dan
g. Memungut HHBK sesuai jumlah, berat, atau volume yang 

diizinkan



PERENCANAAN POLA 
PENGELOLAAN PELAPORAN

ALUR PROSES 
USAHA PEMANFAATAN HUTAN

Inventarisasi Hutan

Penataan Areal Kerja:
HL → Blok Inti dan 

Blok Pemanfaatan
HP → Kawasan 
Lindung, Areal 

Budidaya/Produksi

Rencana Kerja Usaha:
1. RKUPH (10 th)
2. RKTUPH (1 th)

Multi Usaha
(Pemanfaatan Kawasan, Jasling, 

Kayu, HHBK, Pemungutan)

Sistem Silvikultur
(TPTI, THPB, TPTJ, TJTI, THPA, 

TR)

Agroforestry
(Pola tanam, Jenis tanaman) 

Kelola Lingkungan
(RPL/RKL, Rehabilitasi, 

Perlindungan)

Kelola Sosial
(Kemitraan, Usaha Produktif)

Jenis Tanaman
(Sejenis, Berbagai Jenis)

Pelaporan Kinerja

Pelaporan Keuangan

Melalui Sistem 
Informasi



Melaksanakan
Kegiatan

Operasional

1.Melaksanakan
kegiatan nyata
dilapangan

2.Menggunakan
peralatan
pemanfaatan

3.Mempekerjakan
tenaga
profesional

4.Melaksanakan
silvikultur

5.Melakukan
penanaman

6.Membayar PNBP
7.Melaksanakan

PUHH
8.Melaksanakan

pengujian hasil
hutan

PEMBINAAN/ 
PENGAWASAN/ 
PENGENDALIAN

Mencabut
izin

Penghentian
Operasional

Izin Terbit

Penyusunan
RKUPH 

Penilaian
RKUPH

Setuju

Persetujuan
RKUPH

Tidak

Penyusunan
RKTUPH

Penilaian dan
Pengesahan

RKTUPH

Inventarisasi/IHMB, 
PAK pada HP dan 

Blocking Area pada HL

Taat

PROSES BISNIS USAHA PEMANFAATAN 
HUTAN PRODUKSI & HUTAN LINDUNG

Melanjutkan
Operasional

Tidak Taat

Kinerja

BAIK / 
SEDANG

BURUK



PROSES PERSETUJUAN RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI

Pemegang PBPH Sesuai

Diajukan ke Menteri

Maks 1 tahun 
setelah izin terbit

Belum Sesuai

Arahan Perbaikan

Ditelaah/Dinilai
Keputusan 

Persetujuan RKUPH
Usulan RKUPH

10 hr kerja

Perbaikan oleh 
Pemegang PBPH

10 hr kerja

Pemanfaatan:
1. Kawasan
2. HHK
3. HHBK
4. Jasling

Pemungu
tan:
1. HHK
2. HHBK

JENIS KEGIATAN

5 hr kerja

Menyampaikan 
perbaikan

Tidak menyampaikan 
perbaikan

Usulan RKUPH dibatalkan

RKUPH disusun oleh
Tenaga Profes. Bid. 
Khutanan berdasarkan:
1. Peta areal kerja
2. Hasil identifikasi

potensi atau hasil
IHMB (khusus
pemanfaatan HHK 
tumbuh alami)

3. Peta kawasan hutan
4. Peta tutupan lahan

hasil penafsiran citra
5. Peta FEG

RKUPH meliputi:
1. Rencana pengusahaan
2. Rencana kerja setiap

tahun
3. Rencana investasi
4. Sarpras
5. Organisasi dan tenaga

kerja
6. Kelola lingkungan
7. Kelola social
8. Perlindungan dan

pengamanan
9. Litbang
10. Peralatan
11. Peta 

Revisi RKUPH, bila terjadi 
perubahan:
1. luas areal
2. jenis kegiatan
3. fisik SDH
4. Siklus tebang/limit 

diameter
5. Jenis tanaman & daur
6. Kelola gambut
7. Sistem/teknik 

silvikultur
8. Lainnya (kebijakan)

(Sebelumnya 14 hr kerja)

(Sebelumnya 14 hr kerja)



PROSES PERSETUJUAN RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HUTAN PADA HL

Pemegang PBPH

RKUPH meliputi:
1. Rencana pengusahaan
2. Rencana kerja setiap

tahun
3. Rencana tata letak dan

desain arsitektur
4. Rencana investasi
5. Pembiayaan & 

Pendapatan
6. Sarpras
7. Organisasi dan tenaga

kerja
8. Kelola lingkungan
9. Kelola social
10. Perlindungan dan

pengamanan
11. Litbang
12. Peralatan
13. Peta 

RKUPH disusun oleh
Tenaga Profes. Bid. 
Kehutanan
berdasarkan:
1. Peta areal kerja
2. Hasil inventarisasi

hutan
3. Peta kawasan

hutan
4. Peta tutupan

lahan hasil
penafsiran citra

Sesuai

Diajukan ke Menteri

Maks 1 tahun 
setelah izin terbit

Belum Sesuai

Arahan Perbaikan

Ditelaah/Dinilai
Keputusan 

Persetujuan RKUPH
Usulan RKUPH

10 hr kerja

Perbaikan oleh 
Pemegang PBPH

10 hr kerja

5 hr kerja

Menyampaikan 
perbaikan

Tidak menyampaikan 
perbaikan

Usulan RKUPH dibatalkan

Perubahan RKUPH, 
bila terjadi perubahan:
1. luas areal
2. jenis kegiatan
3. fisik SDH
4. Jangka waktu
5. Lainnya

(kebijakan)

Pemanfaatan:
1. Kawasan
2. Jasling

Pemungu
tan HHBK

JENIS KEGIATAN



Proses RKTPH 

SURVEY/
ITSP

KEPALA DINAS 
PROVINSI,

RKTPH :

Proses pengajuan dan persetujuan RKTPH dan/atau perubahan RKTPH untuk seluruh pemegang PBPH
dilakukan secara mandiri (self-approval) mulai RKTPH Tahun 2022, dilakukan melalui sistem informasi.

USULAN 
RKTPH

DIREKTUR 
UTAMA/KETUA 

KOPERASI

Kinerja BAIK
Self approval

SK RKTPH

Kinerja SEDANG
Official

SURVEY/
ITSP

SELF APPROVAL 
MELALUI SISTEM INFORMASI

Proses RKTPH s.d Tahun 2021 (Peralihan)

Mulai RKTPH
Tahun 2022



PROSES PERSETUJUAN PEMANFAATAN KAYU KEGIATAN NON 
KEHUTANAN (PKKNK) PADA APL YANG TELAH DIBEBANI IZIN 

PERUNTUKAN DAN HPK DAN/ATAU HP PELEPASAN 

Pemohon

Pejabat ditunjuk Gubernur

Ditolakterbit surat perintah

10 hariPersyaratan

Tdk memenuhiMemenuhi

Proses persetujuan PKKNK Ditolak

(1)

(2)

(3)

(4)
Memerintahkan : 
Melaksanakan timber cruising 100 %& 
Membuat RLHC (BA dan pakta integritas)

Memenuhi Tdk memenuhi

Permohonan

(5)

Persetujuan PKKNK

Jangka waktu PKKNK:
1 tahun, dapat diperpanjang 1 kali. Dan 6
bulan khusus pengangkutan kayu.

Persyaratan perpanjangan PKKNK:
1. peta lokasi yang dimohon;
2. laporan kemajuan pelaksanaan

penggunaan lahan;
3. laporan realisasi pelaksanaan PKKNK

dari tahun sebelumnya;
4. bukti pelunasan pembayaran PSDH dan

DR; dan
5. PNT dari pelaksanaan PKKNK tahun

sebelumnya (dalam hal terdapat
kewajiban berdasarkan keputusan
pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap).

Diwajibkan :
Membuat Rencana Penebangan (30 hari)
Melaksanakan penataan batas blok tebangan
PKKNK.
Bayar uang muka PSDH&DR >25 %. 



PENYESUAIAN RKU/RKT

Tetap berlaku dan disesuaikan dg Peraturan Menteri 
melalui mekanisme revisi selambat-lambatnya 6 

(enam) bulan setelah terbitnya PBPH

Proses penilaian dan persetujuannya mengikuti 
ketentuan Peraturan Menteri

PERALIHANRKU/RKT

Permohonan RKUPH 

RKUPH dan RKTUPH yang telah 
disetujui 

DALAM HUTAN PRODUKSI DALAM HUTAN LINDUNG
• Inventarisasi Hutan (IHMB, ITSP); 
• Penataan areal kerja;
• Penyusunan dokumen perencanaan berupa Rencana Kerja 

Usaha Pemanfaatan Hutan dan Rencana Kerja Tahunan 
Pemanfaatan Hutan

• Inventarisasi/Survey Potensi Hutan
• Bloking Area
• Penyusunan dokumen perencanaan berupa Rencana Kerja 

Usaha Pemanfaatan Hutan dan Rencana Kerja Tahunan 
Pemanfaatan Hutan



Breakthrough

NO URAIAN LAMA BARU
1. RKU Buku (4 Bab) Form RKU

Manual Melalui Sistem Informasi

Kayu Bersifat Multiusaha

2. RKT Didahului Pengecekan lapangan Tidak Perlu cek lapangan

Officially Self approval melalui SI

Buku Form RKT (7 lembar)

Manual Sistem Informasi

3. IHMB Terestris (5-6 bulan) Terestris

Citra Satelite Resolusi Sangat Tinggi

Gabungan Terestris & Citra (Quick 
IHMB): 1-2 bulan

4. Bagan Kerja
Terdapat mekanisme BKU 
sebelum memiliki RKU

Tidak ada lagi BKU → langsung RKU 
(didukung Quick IHMB dan simplifikasi 
RKUPH)

5. Pelaporan Manual Sistem Informasi

6.

PKKNK 
(Pemanfaatan
Kayu Kegiatan Non 
Kehutanan - Dh. 
IPK)

Menggunakan Pertimbangan
Teknis

Tanpa Pertimbangan Teknis



KLHK

Amanat

PENGOLAHAN HASIL HUTAN



OUTLINE PERMEN LHK

BAB V

PENGOLAHAN HASIL HUTAN5
Bagian Paragraf Jumlah Pasal

Kesatu Umum - 1 Pasal

Kedua Perizinan Berusaha Pengolahan
Hasil Hutan

1
2

Klasifikasi PBPHH
Kewenangan Pemberian PBPHH

2 Pasal
(Pasal 180-181)

Ketiga Tata Cara Permohonan & 
Penerbitan PBHH

1
2
3
4
5
6
7

Pelaku Usaha PHH
Persyaratan Permohonan PBPHH
Tata Cara Permohonan PBPHH
Pernyataan Komitmen dan Persyaratan Teknis
Pengawasan Penyelesaian Penyataan Komitmen dan Persyaratan Teknis
Tata cara Penyampaian Pemenuhan Penyataan Komitmen dan P.Teknis
Tata cara Notifikasi pada Sistem OSS

8 Pasal
(Pasal 182-189)

Keempat Mesin Portable Pengolahan Kayu 1
2

Umum
Persetujuan Pengopersional Mesin Portable

2 Pasal
(Pasal 190-191)

Kelima Perubahan dan Perluasan PBPHH 1
2
3

4
5
6
7

Perubahan PBPHH
Perluasan PBPHH
Perubahan atau Penggantian nama, Pemindahtangan, Penggabungan, pindah

lokasi, penambahan Gudang PBPHH
Penurunan Kapasitas Produksi PBPHH
Perubahan Komposisi Ragam Produk
Perubahan Penggunaan Mesin Utama Produksi
Perubahan Data dan Informasi PBPHH

10 Pasal
(Pasal 192-201)

Keenam Realisasi Pembangunan PBPHH 
atau Perluasannya

- 2 Pasal
(Pasal 202-203)

Ketujuh Pendaftaran Ulang PBPHH - 1 Pasal

Kedelapan Masa berlaku PBPHH - - 2 Pasal
(Pasal 205-206)

Kesembilan Sumber bahan baku, rencana
kegiatan operasional dan angka
rendemen

1
2
3
4
5

Sumber Bahan Baku
Rencana Kerja Operasional PHH
Angka Rendemen
Tata cara persetujuan perubahan angka rendemen
Tata cara penelaahan dan verifikasi lapangan

10 Pasal
(Pasal 207-216)



PERUBAHAN NOMENKLATUR PENGOLAHAN HASIL HUTAN

NIB (Skala
Usaha Kecil)

NIB + 
SERTIFIKAT 
STANDAR 

(Skala Usaha 
Menengah)

NIB + IZIN 
USAHA (Skala
Usaha Besar)

PBPHH

PP 6 2007/Permen P1/2019 PP 5 2021, PP 23 2021, & PermenLHK P.8 Tahun 2021

IUIPHHK 
< 2.000 
m3/th

IUIPHHBK 
Skala kecil

IUIPHHK 
2.000 S.D 
< 6.000 
m3/th

IUIPHHBK 
Skala

Menengah

IUIPHHK 
≥ 6.000 
m3/thIUIPHHBK 

Skala 
Besar

IUIPHH

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN

Kewenangan
Gubernur

Kewenangan
Menteri

Kewenangan
Gubernur

Kewenangan
Menteri



PENGOLAHAN HASIL HUTAN

PBPH/BUMN/

PERHUTANAN SOSIAL

PENGOLAHAN  
HHBK

PENGOLAHAN 
HASIL HUTAN 

KAYU

TEROBOSAN PERUBAHAN PENGATURAN
BIDANG PENGOLAHAN HASIL HUTAN

Pengolahan Hasil Hutan dapat
dilakukan untuk kegiatan
pengolahan Kayu dan/atau
pengolahan HHBK.dan dapat
terintegrasi dalam 1 (satu) 
PBPHH

Pengolahan Hasil Hutan dapat
terintegrasi dengan Industri
Lanjutan.

Kegiatan pengolahan hasil Hutan dapat
dilakukan secara terintegrasi dalam 1 
(satu) PBPH, Hak Pengelolaan
(Perhutani), atau Persetujuan 
Pengelolaan Perhutanan Sosial.

PENGOLAHAN  
PRIMER

PENGOLAHAN 
LANJUTAN

1 
PBPHH

1 
PBPHH

1 
PBPH

1 
PBPHH

LOKASI 
1

LOKASI 
2

Dst…

PBPHH (skala besar dan skala 
menengah) dapat dilakukan 
pada 1 (satu) lokasi atau lebih.

PBPHH skala usaha kecil
hanya dilakukan pada 1 lokasi. 

PERSETUJUAN 
OPERASIONAL 
PENGOLAHAN 
HASIL HUTAN 

KLHK

IUI PULP & 
KERTAS

Perindustrian

Kegiatan pengolahan hasil Hutan yang 
terintegrasi dengan Industri pulp dan kertas, 
diterbitkan Persetujuan Operasional 
Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan 
(POKPHH).

1 PB IUI



PENGGUNA
AN MESIN 
PORTABLE

TAHAP 
PERSIAPAN 

PBPHH

Pemegang PBPHH yang berlokasi di luar kawasan Hutan dengan bahan baku 100% hasil budidaya
Hutan Hak/Hutan rakyat, dapat melakukan kegiatan persiapan sebelum memperoleh PBPHH 
definitive, berupa :

Pengurusan Dokumen, Pra konstruki, Pengadaan mesin Produksi, Konstruksi dan Pemasangan
Instalasi

Kegiatan pengolahan hasil Hutan terintegrasi dalam PBPH, BUMN atau Perhutanan Sosial, yang telah 
menerapkan SVLK, dapat mengoperasikan mesin portable berdasarkan Persetujuan Direktur Jenderal
untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan RKT berjalan

TEROBOSAN PERUBAHAN PENGATURAN
BIDANG PENGOLAHAN HASIL HUTAN

LANJUTAN

Kegiatan pengolahan hasil Hutan terintegrasi dalam 1 (satu) PBPH, Hak Pengelolaan (BUMN) atau 
Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, bahan baku yang digunakan bersumber dari hasil 
produksi kegiatan pemanfaatan Hutan yang bersangkutan, dan hasil produksi dari PBPH atau Hak
Pengelolaan (BUMN) atau Persetujuan Pengolahan Perhutanan lain disekitarnya

Bahan Baku



SUBSTANSI PENGATURAN BAB V PENGOLAHAN HASIL HUTAN

PERIZINAN  

BERUSAHA 

PENGOLAHAN HASIL 

HUTAN (PBPHH)

KLASIFIKASI 

PBPHH : Skala

Kecil, Skala

Menengah, 

Skala Besar

KEWENANGAN 

(Menteri & 

Gubernur)

Persyaratan

dan Tata Cara 

Penerbitan

PBPHH

Pengawasan & 

Pemenuhan

Komitmen

ADDENDUM/

PERUBAHAN 

PBPHH

Perluasan

PBPHH

Penggantian

Nama/Peminda

htanganan/mer

ger/ Pindah

Lokasi

Rekomposisi, 

Reengineering, 

Perubahan data 

Pokok

Daftar Ulang

SUMBER BAHAN BAKU & 

PRODUKSI OLAHAN 

HASIL HUTAN

Sumber Bahan

Baku (Sah dan

Lestari)

Rencana Kerja

Operasional

Pengolahan Hasil

Hutan (RKOPHH)

Angka Rendemen

& Tata Cara 

Penetapan

Rendemen

MASA BERLAKU 

PBPHH

Dikembalikan

oleh Pemegang

PBPHH 

Dibatalkan

(Tidak

Merealisasikan

kegiatan

Pengolahan HH)

Dicabut (Sanksi

Administratif)

MESIN PORTABLE

Penggunaan

mesin portable 

(efisiensi

penggunaan

Bahan Baku) 

Permohonan & 

Persyaratan

Persetujuan

Penggunana

Mesin Portable

Penerbitan

Persetujuan

Penggunana

Mesin Portable 

dan

Pengawasannya



Melalukan 
Pendaftaran Online 
melalui Sistem OSS, 
dan menyampaikan 

Dokumen SPPL

PEMOHON DINAS  LINGKUNGAN 
HIDUP DAN KEHUTANAN 

PROVINSI 

1

2

LEGALITAS BERUPA : NIB

LEMBAGA OSS / 
PTSP PROVINSI

Verifikasi
Administrasi:

a. Akta Notaris;
b. NPWP;
c. KBLI;
d. SPPL.

NI
B

Mengunduh Dok 
SPPL dan NIB, 

untuk
Pengawasan

PROSES BISNIS PEMBERIAN PBPHH SKALA USAHA KECIL (BERUPA NIB)

NIB berikut 
KBLI

Tidak

PBPHH SKALA USAHA KECIL

❖ Kapasitas izin produksi
kayu < 2.000 m3/tahun; 
dan/atau

❖ Kapasitas izin produksi
HHBK < 1.000 ton/tahun, 
Tenaga Kerja maksimal
10 orang dan, nilai 
investasi < Rp. 5 Milyar

PBPHH
Definitif

Langsung Dapat
Beroperasi



Mendaftar melalui OSS dan 
mengajukan Sertifikat 

Standar, dilengkapi dengan:
a. Akta Notaris;
b. NPWP;
c. Pemenuhan Standar;
d. Persetujuan Lingkungan

(Dokumen UKL-UPL).

Penerbitan 
SertifikatStandar atau 

Surat Penolakan

1

2

5
4

3

Legalitas Berupa : 

NIB + Sertifikat Standar

Verifikasi 
Administrasi:

a. Akta Notaris;
b. NPWP;
c. KBLI.

NIB 
berikut 

KBLInya

Sertifika
tStanda

r

NIB berikut 
KBLI

Penilaian dan 
Penelaahan :
a. Dokumen

Standar,
b. Dok UKL-

UPL

PROSES BISNIS PEMBERIAN PBPHH SKALA USAHA MENENGAH
( NIB + SERTIFIKAT STANDAR)

Tidak

Tidak

Tidak

PBPHH SKALA USAHA
MENENGAH

❖ Kapasitas izin produksi
kayu ≥ 2.000 s.d < 6.000 
m3/tahun, dan/atau

❖ Kapasitas izin produksi
HHBK ≥ 1.000 s.d < 
3.000 ton/tahun, tenaga
kerja paling sedikit 10 
orang dan nilai investasi 
≥ Rp. 5 M s.d < Rp.10 M.

PEMOHON LEMBAGA OSS / 
PTSP PROVINSI

DINAS  LINGKUNGAN 
HIDUP DAN KEHUTANAN 

PROVINSI 

Izin Usaha 
Definitif



Melakukan Pendaftaran Pelaku 
Usaha dan Mengajukan 
Perizinan Berusaha 
Pengolahan Hasil Hutan 
(PBPHH), dilengkapi dengan :
a. Akta Notaris;
b. NPWP;
c. Proposal Teknis;
d. Persetujuan Lingkungan

(Dokumen AMDAL/UKL-
UPL)

Penerbitan
Surat Keputusan PBPHH/ 

Surat Penolakan

1

2

5 4

3

Legalitas Berupa : 

NIB + PBPHH

Verifikasi 
Administrasi:

a. Akta Notaris;
b. NPWP;
c. KBLI.

NIB 
berikut 

KBLInya

Keputusa
n PBPHH

❖ Kapasitas izin produksi
Kayu ≥ 6.000 m3/tahun, 
dan/atau

❖ Kapasitas izin produksi
HHBK ≥ 3.000 
ton/tahun, Tenaga Kerja
paling sedikit 20 orang 
dan investasi ≥ Rp.10 M.

NIB berikut 
KBLI

Penilaian dan 
Penelaahan :
a. Proposal 

Teknis,
b. Dok 

AMDAL/
UKL UPL

PROSES BISNIS PEMBERIAN PBPHH SKALA USAHA BESAR 
(NIB + IUPHH)

Tidak

Tidak

Tidak

PBPHH SKALA USAHA BESAR

PEMOHON LEMBAGA OSS / 
PTSP PROVINSI

Izin Usaha 
Definitif



KETENTUAN PENGATURAN PERUBAHAN/ADDENDUM PBPHH

ADDEDUM 
PBPHH

PERLUASA
N PBPHH

PENGGANTI
AN NAMA 

PERUSAHAA
N

PENGGABUNG
AN/MERGER

PEMINDAH 
TANGANA

N

PINDAH 
LOKASI

DAFTAR 
ULANG

PENURUN
AN 

KAPASITA
S IZIN 

PRODUKSI

Rekomposisi Ragam
Produk

Reengineering Mesin Utama
Produksi

Perubahan Pemegang
Saham/Direksi

Perubahan Sumber Bahan
Baku

Perubahan Status Penanaman
Modal

Perubahan Data dan Informasi
PBPHH

Diproses dan diterbitkan oleh Menteri atau Gubernur sesuai
kewenanganya Diproses dan diterbitkan oleh Pejabat yang 

ditunjuk Sesuai Kewenangannya



SUMBER BAHAN BAKU PENGOLAHAN HASIL HUTAN

Hutan Negara

• PBPH;
• Hak Pengelolaan

(BUMN 
Kehutanan);

• Perhutanan Sosial;

• PKKNK
• PPKH

• Pemilik Lahan;
• Perkebunan;
• Kelompok Tani Hutan / FMU

TPTKB

Hutan Hak/ Hutan
Rakyat Impor

Konsumen/
Ekspor Industri lanjutan

PBPHH

PBPHH 
lain

Kayu Olahan
Setengah Jadi

Standar Acuan Angka
Rendemen ditetapkan dengan
Keputusan Direktur Jenderal



PROSES BISNIS 
PEMBERIAN HAK AKSES SI-RPBBPHH

Persyaratan :

Dinas Provinsi

Copy Keputusan PBPHH atau 
POKPHH atau Persetujuan Perluasan 
PBPHH

Kementerian LHK

Hak Akses SI-
RPBBPHH

Penerimaan Berkas, 
Penilaian/Penelaahan Dokumen 
Permohonan dan Penerbitan Hak 

Akses SI-RPBBPHH

PBPHH SKALA USAHA BESAR

PBPHH SKALA USAHA
MENENGAH

PBPHH SKALA USAHA KECIL



MASA BERLAKU PBPHH



PENYESUAIAN PERIZINAN BERUSAHA

IUIPHH yang sudah eksisting, dipersamakan sebagai PBPHH dan diterbitkan Keputusan 
penyesuaian PBPHH-nya, tanpa merubah dokumen lingkungannya

IUIPHH yang berlokasi di dalam areal kerja (dalam kawasan hutan) DIAKUI sebagai
kegiatan Pengolahan Hasil Hutan yang terintegrasi dalam PBPH.

Penyesuaian IUI Lanjutan yang berubah menjadi PBPHH disesuaikan melalui
mekanisem Daftar Ulang PBPHH

IUIPHH yang sedang dalam proses dan telah memenuhi persyaratannya, dan
dokumen lingkungan hidup terbit sebelum tanggal 2 februari 2021, diproses dan
diterbitkan PBPHH. 

IUIPHH yang sedang dalam proses, namun izin lingkungan/dokumen lingkungannya
terbit setelah tanggal 2 februari 2021, diminta untuk melakukan penyesuaian
‘Persetujuan lingkungan hidup”, dan selanjutnya jika telah memenuhi persyaratan
diterbitkan PBPHH. 



KLHK

Amanat

PENJAMINAN LEGALITAS 
HASIL HUTAN



OUTLINE PERMEN LHK

BAB VI

PENJAMINAN LEGALITAS HASIL HUTAN

6
Bagian Paragraf Jumlah Pasal

Kesatu Umum - 1 Pasal

Kedua Penilaian, Verifikasi Dan 
Deklarasi

1
2
3
4
5
6
7

Lembaga, Standar dan Pedoman
Penerbitan Sertifikasi dan Penilikan
Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri
Deklarasi Impor Produk Kehutanan
Akreditasi dan Penetapan LPVI
Keberatan dan Keluhan
Tanda SVLK Dan dokumen penjaminan legalitas HH

17 Pasal
(Pasal 218-234)

Ketiga Sistem Informasi
Penjaminan Legalitas
Hasil Hutan

1
2
3

Pengendalian dan Pelayanan SILK
Persetujuan, Penolakan atau Pencabutan Hak Akses
Pembiayaan

9 Pasal
(Pasal 235-243)

Keempat Pemantauan 1
2
3

Pemantau Independen
Hak dan Kewajiban PI
Pendanaan

5 Pasal
(Pasal 244-248)

Kelima Pemasaran & Kerjasama 
Internasional

- 2 Pasal
(Pasal 249-248)

Keenam Fasilitasi serta
Penguatan Kapasitas dan 
Kelembagaan

- 2 Pasal
(Pasal 251-252)



TEROBOSAN  
PENJAMINAN LEGALITAS HASIL HUTAN

Kegiatan Manfaat

1 Peningkatan pasar domestik melalui
Pengadaan Barang memiliki Logo SVLK

• UMKM Kompetitif di pasar domestik
• Peningkatan kesadaran pasar domestik akan

produk ramah lingkungan

2 Fasilitasi pembiayaan sertifikasi, penilikan
dan Penerbitan (V-Legal)

• Meringankan beban UMKM atas biaya SVLK dan 
dokumen ekspor

3 Masa berlaku SVLK kayu budidaya yang 
lebih panjang

• Keringanan biaya berbasis risiko
• Mendorong peningkatan hasil hutan budidaya

4 Rebranding SVLK menjadi Sistem Verifikasi
Legalitas & Kelestarian

• SVLK semula dikenal sebagai instrumen yang 
menjamin legalitas

• Menembus pasar yang mensyaratkan aspek
kelestarian

5 SVLK bagi HHBK bersifat sukarela • Kemudahan bagi pengolah/pemlik HHBK
• Kepastian pasar produk HHBK

6 Tanda atau Logo SVLK:
- Kelestarian (SFM)
- Legalitas.

• Memperkuat tanda SVLK di pasar dunia yang 
mensyaratkan aspek kelestarian



Substansi pada Bab VI
Penjaminan Legalitas Hasil Hutan

Bagian
ke-1

Ketentuan
Umum

semula
Sistem

Verifikasi
Legalitas dan 

Kayu

menjadi

Sistem
Verifikasi

Legalitas dan 
Kelestarian

Bagian
ke-2

Penilaian,
Verifikasi, dan 

Deklarasi

Penilaian
Kinerja pada 

HULU

Verifikasi
Legalitas

pada PBPHH 
dan IUI 

lanjutan (PB 
usaha

Industri)

Deklarasi
Hasil Hutan
untuk Kayu

Budidaya dan 
HHBK

Bagian
ke-3
Sistem

Informasi
Legalitas HH

“media” 
penerbitan
Dok. Ekspor

dan verifikasi
Impor

terintergrasi
INATRADE

(Kemendag) 
dan INSW 

(KemenKeu)

sentra
informasi
SVLK dan 
produk

berSVLK, juga 
UMKM

Bagian
ke-4

Pemantauan

Terdiri dari
person atau
Organisasi

yang peduli
terhadap isyu

legalitas
kelestarian

Memantau
proses 

akreditasi, 
sertifikasi

Turut aktif
penyusunan
Standar & 
Pedoman

SVLK

Bagian
ke-5

Pemasaran & 
Kerjasama

Internasioal

upaya 
peningkatan 
pemasaran 

tujuan dalam
& luar negeri
(pembelian

produk
UMKM ber-

SVLK, dll)

kerjasama
internasional

terkait produk
legal/ ramah
lingkungan, 

misal FLEGT-
VPA, 

Bagian
ke-6

Fasilitasi dan 
Peningkatan

Kapasitas

fasilitasi SVLK, 
Dok. V-Legal 

dan 
pengadaan

barang

Bantuan 
keterampilan 
teknis untuk 
UMKM, LPVI, 

pemantau 
independen, 



Standar & Pedoman
memastikan 5 Pilar PHPL
tercapai:
1. Kepastian Kawasan, 
2. Produktivitas
3. Optimalisasi Lahan
4. Diversifikasi Produk
5. Peningkatan Daya Saing

Lembaga Penilai dan 
Verifikasi Independen

Akreditasi
sesuai ISO

memverifikasi auditi
sesuai Standar
dan Pedoman

HULU
PBPH, Perhutanan Sosial, 

PKKNK,dan Hutan Hak

HILIR
PBPHH,

PB usaha Industri

PASAR
Dalam Negeri & 

Luar Negeri

Auditi, meliputi :

LPVI ditetapkan
Menteri LHK

Sistem
Verifikasi
Legalitas dan
Kelestarian

Indonesian

SVLK
Sustainibility

Indonesian

SVLK
Legality Pengadaan Barang

ber-SVLK

Sistem

Informasi

Legalitas dan

Kelestarian

KemenDag

KemenKeu

PEMANTAU 
INDEPENDEN



KLHK

Amanat

PENATAUSAHAAN HASIL 
HUTAN



OUTLINE PERMEN LHK

BAB VII

PENATAUSAHAN HASIL HUTAN (PUHH)7
Bagian Paragraf Jumlah Pasal

Kesatu Penatausahaan Hasil Hutan
Kayu

1
2
3
4
5
6
7

Umum
Objek PUHH Kayu
Pencatatan Rencana Produksi HHK
Pencatatan Produksi HHK
Pencatatan Pengangkutan atau Peredaran HHK
Penerimaan Kayu di tujuan Pengangkutan
TPK Hutan/Antara dan TPT KB

15 Pasal
(Pasal 253-267)

Kedua Penatausahaan Hasil Hutan
Bukan Kayu

1
2
3
4
5
6

Umum
Pencatatan Rencana Produksi HHBK
Pencatatan Produksi HHBBK
Pengangkutan HHBK
Penerimaan HHBK di tujuan Pengangkutan
Pengumpul terdaftar HHBK

12 Pasal
(Pasal 268-279)

Ketiga SKSHH dan SKSHH Pengganti - 1 Pasal
(Pasal 280)

Keempat Pengangkutan HH Lelang, 
Ekspor & Impor

- 1 Pasal
(Pasal 281)

Kelima PUHH Pemanfaatan
Kawasan dan Jasa 
Lingkungan

1
2
3

Umum
Pencatatan Rencana Produksi Pemanfaatan Kawasan dan Jasa Lingkungan
Pencatatan Produksi Pemanfaatan Kawasan dan Jasa Lingkungan

3 Pasal
(Pasal 282-284)

Keenam Pengangkutan kayu
budidaya dari hutan hak

1
2
3

Pemanfaatan
Pengangkutan
Peningkatan Kapasitas Pemilik hutan hak

7 Pasal
(Pasal 285-291)

Ketujuh Pengukuran dan Pengujian 1
2
3
4
5
6
7
8

Umum
Profesi GANISPH
Pembentukan GANISPH
Penugasan GANISPH
Kewajiban GANISPH
Pengendalian Penugasan GANISPH
Pembatasan Penugasan GANISPH
Peralihan GANISPH

14 Pasal
(Pasal 286-304)



SKEMA 
DOKUMENTASI PUHH

Perencanaan Produksi Pengangkutan Industri PrimerAkses Legal



BISNIS PROSES PUHH - KAYU

Dilaksanakan melalui SIPUHH

SIPUHH

SDM :
- Penanggungjawab

- GANIS (PBPH)
- GANIS/Pendamping (PS)

- Petugas PUHH (Operator)

Simpul :
- TPK Hutan
- TPK Antara
- TPT-KB
- TPHH

Dokumen:
- RKU / RKT
- Sertifikat

(PHAT)

Rencana Tahunan :
- LHC
- Rencana Tebang

Produksi :
- Buku Ukur
- LHP

Pengangkutan :
- SKSHHKB
- Nota Angkutan
- Nota Perusahaan 

(Lanjutan)

Industri
Primer.

Perizinan
Berusaha

Hak Akses

B. Transaksi

A. Data Referensi

- Penerimaan KB
- Pengolahan KB
- Produksi KO
- Pengangkutan

(SKSHHKO)

01 02 03
04

01

02

03

SIPNBP

Pasal 253 s.d 267



SIHHBK

SDM :
- Penanggungjawab

- GANIS
- Petugas PUHH Simpul :

- TPHHBKDokumen:
- Perencanaan

Rencana
Tahunan :

Produksi :
- Buku Ukur
- LHP-BK

Pengangkutan :
- SKSHHBK

Industri
Primer.

Perizinan
Berusaha

Hak Akses

B. Transaksi

A. Data Referensi

Pencatatan Manual :
- Penerimaan HHBK
- PengolahanHHBK

01 02 03 04

01
02

03

SIPNBP

SIPUHH

PROSES BISNIS
PUHH – BUKAN KAYU

Pasal 268 s.d 280



PROFESI 
GANISPH

Pasal 296



Mekanisme Pembentukan GANISPH

a) Dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
b) LSP yang telah mendapatkan Lisensi dari BNSP dan

diregistrasi oleh Kementerian LHK
c) Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh LSP 

berlaku selama 5 tahun

1. Melalui Uji Kompetensi Profesi

a) apabila skema sertifikasi profesi GANISPH belum
tersedia

b) dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang 

diakreditasi oleh lembaga akreditasi.

2. Melalui Diklat berbasis kompetensi

Pasal 297 s.d 299



Prosedur:

1. Pengguna GANISPH menyampaikan rencana penugasan

2. Rencana penugasan GANISPH dapat diproses setelah GANISPH

menyampaikan kesediaan/kesanggupan.

3. Kepala BPHP dalam waktu paling lama 10 hari kerja menetapkan keputusan

persetujuan atau penolakan

4. Surat persetujuan atau penolakan diunggah ke SIGANISHUT

5. Apabila dalam waktu paling lambat 10 hari kerja, BPHP tidak ada respon berarti

rencana penugasan dianggap disetujui

6. Berdasarkan surat keputusan persetujuan BPHP, terbit kartu GANISPH melalui

SIGANISHUT dan dapat diterbitkan surat penempatan GANISPH oleh pengguna.

7. GANISPH dapat ditugaskan paling banyak pada 3 pengguna, dengan

memperhatikan :

a) tidak menimbulkan konflik kepentingan;

b. beban kerja; dan

c. rentang pengendalian lokasi penugasan. .

Pasal 300



KEWAJIBAN GANISPH

1. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan profesi dan

penugasannya;

2. melaksanakan pekerjaan dengan baik dan penuh tanggung jawab;

3. melaksanakan tugas sesuai dengan profesi dan penugasannya; dan

4. membuat dan menyampaikan laporan yang menguraikan secara jelas tentang

pelaksanaan pekerjaan.
Pengendalian Penugasan GANISPH

• BPHP melakukan pengendalian penugasan GANISPH melalui monitoring dan evaluasi pelaporan
elektronik SIGANISHUT dan/atau kegiatan lain dalam pelaksanaan tugas GANISPH.

• BPHP melakukan Penilaian Kinerja GANISPH paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun

• Penilaian kinerja dituangkan dalam surat keterangan penilaian kinerja

Pasal 301



PENGENDALIAN PENUGASAN GANISPH

• BPHP melakukan pengendalian penugasan GANISPH melalui monitoring dan
evaluasi pelaporan elektronik SIGANISHUT dan/atau kegiatan lain dalam
pelaksanaan tugas GANISPH.

• BPHP melakukan Penilaian Kinerja GANISPH paling sedikit 1 kali dalam 1
tahun

• Penilaian kinerja dituangkan dalam surat keterangan penilaian kinerja

Pasal 302 s.d 303



Layanan transaksi SIGANISHUT
(Pasal 300)

Mengapa harus didigitalkan ?

1) Efisiensi layanan (penghematan waktu dan biaya)

2) Data dan informasi akuntabel

3) Meningkatkan tingkat kepercayaan publik pada layanan

KLHK



KLHK
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PNBP PEMANFAATAN HUTAN



OUTLINE PERMEN LHK

BAB VIII

PNBP PEMANFAATAN HUTAN8
Bagian Paragraf Jumlah Pasal

Kesatu Umum - 1 Pasal

Kedua Pengenaan PNBP 1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Jenis PNBP
Iuran Perizinana Berusaha Pemanfaatan Hutan
PSDH
DR
Dana hasil usaha penjualan tegakan (DHUPT)
Denda Pelanggaran eksploitasi Hutan (DPEH)
Penerimaan Pelayanan Dokumen Angkutan HH (PPDAHH)
Penerimaan Pelayanan Dokumen Penjaminan Legalitas HH  (PPDPLEHH)
Ganti Rugi tegakan (GRT)
Denda Adminstrasi terhadap kegiatan usaha perkebunan Kelapa Sawit dalam
Kawasan hutan

10 Pasal
(Pasal 306-315)

Ketiga Pembayaran dan Penyetoran PNBP - 2 Pasal

Keempat Pembayaran uang muka PNBP 1
2

Pembayaran uang muka
Penetapan Uang muka

2 Pasal
(Pasal 318-319)

Kelima Hasil Hutan Lelang - 1 Pasal

Keenam Hasil hutan tidak di LHP kan - 2 Pasal
(Pasal 321-322)

Ketujuh Pengembalian PNBP 1
2
3
4
5
6

Ruang Lingkup Pengembalian
Pengajuan Permohonan Pengembalian PNBP
Uji kelengkapan dokumen pendukung Pengembalian PNBP Bayar dimuka
Penelitian Pengembalian PNBP Bayar di Muka
Uji Kelengkapan Dokumen Pendukung Pengembalian PNBP Pemindahbukuan
Penelitian Pengembalian PNBP Pemindahbukuan

9 Pasal
(Pasal 323-331)

Kedelapan Pembayaran PSDH DR dari Persetujuan
Pelepasan Kawasan Hutan

- 1 Pasal

Kesembilan Pengendalian , Optimalisasi dan pengelolaan
PNBP

1
2

Pengendalian dan Optimalisasi PNBP
Pengelolaan PNBP

3 Pasal
(Pasal 333-335)

Kesepuluh Sistem informasi 1
2
3
4
5

Pengelolaan
Hak Akses
Pembiayaan
Penyimpanan data
Rekonsiliasi data

6 Pasal
(Pasal 336-341)



PNBP
Pemanfaatan

Hutan

IPBPH
Pungutan yang 

dikenakan
kepada

pemegang
Perizinan
Berusaha

Pemanfaatan
Hutan

PSDH
Pungutan yang dikenakan

sebagai pengganti nilai
intrinsik dari hasil Hutan danl

atau hasil usaha yang dipungut
dari Hutan Negara

DR
Dana yang 
dipungut atas 
pemanfaatan 
kayu yang 
tumbuh alami 
dari Hutan 
Negara

Dana hasil
usaha penjualan
tegakan yang 
berasal dari
Hutan tanaman
hasil rehabilitasi

Penerimaan
dari denda
pelanggaran

Penerimaan dari
pelayanan
dokumen

angkutan hasil
Hutan dan 
dokumen

penjaminan
legalitas ekspor

hasil Hutan

JENIS
PNBP

Penerimaan PSDH 
dan DR dari denda
adminstratif
keterlanjuran
(Mandat PP 24 2021)

1

2

3

4

56

7

Pasal 305



Alur Mekanisme

PUHH & 
PNBP

Hutan Negara Hasil
pemanfaat
an hutan

SIHHBK/SiPUHH

Pemegang
Izin

membuat
LHP

SIPNBP
Pembuatan

tagihan
(billing) 

secara online

Bank Persepsi

Pembayaran/ 
penyelesaian

tagihan melalui
berbagai channel 
(teller, ATM, HP, 

Internet Banking)

Terbit dokumen
SKSHH

Pemegang Izin
menghitung sendiri (self 

assesment) besar manfaat
hutan yang diperoleh

PengangkutanIndustri
Pengolahan



PENGAJUAN PERMOHONAN 
PENYELESAIAN PERSYARATAN 

PERIZINAN DI BIDANG 
KEHUTANAN

Verifikasi
permohonan

1. Administratif
2. Verifikasi

Teknis

Batas waktu 3 tahun sejak UU 11 
2020

PENERBITAN 
SURAT 

PERINTAH 
TAGIHAN 

PELUNASAN 
PSDH DAN DR

PEMBERITAHUAN 
PEMENUHAN PERSYARATAN 

PERIZINAN DI BIDANG 
KEHUTANAN

SIPNBP

LUNAS
PSDH dan DR

TIDAK LUNAS 
(SANKSI 10 X 
PSDH dan DR)

MEKANISME PEMBAYARAN PSDH DAN DR TERHADAP KEGIATAN USAHA 
PERKEBUNAN YANG TELAH TERBANGUN DI KAWASAN HUTAN YANG TIDAK 

MEMILIKI PERIZINAN DI BIDANG KEHUTANAN

Pasal 315



PELAKSANAAN AUDIT KEPATUHAN
PBPH & PBPHH

Pasal 342



TEROBOSAN 
BIDANG PNBP

Satu Iuran
Izin untuk

Multi Usaha 

(Psl 307)

Jangka Waktu 
Pembayaran

PNBP 
menjadi 30 

hari Kalender
(Psl.316)

Tarif PSDH 
Khusus untuk 

PS (50%)

(Rev. PP Tarif)

Bebas DR 
untuk 

Tanaman 
SILIN

(Rev. PP Tarif)

Tarif DR dalam 
Rp

(Rev. PP Tarif)

Bebas PNBP 
Layanan 

Dokumen utk 
PS

(Rev. PP Tarif)

Kelebihan
Pembayaran

dapat
dijadikan

sebagai Uang 
Muka

(Psl 318)

Keringanan
PNBP untuk
PBPH dan 
HUTSOS 

(Pengangsuran
atau Penundaan) 
Psl 316 Ayat (7)

1
2 3

4

5
6

7

8

TEROBOSAN BIDANG PNBP



KLHK

Amanat
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OUTLINE PERMEN LHK

BAB IX

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN HUTAN

9

Bagian Paragraf Jumlah Pasal

Kesatu Umum - 2 Pasal
(Pasal 342-343)

Kedua Pembinaan Pemanfaatan

Hutan dan Pengolahan

HH

- 2 Pasal
(Pasal 344-345)

Ketiga Pengendalian

Pemanfaatan Hutan dan 

Pengolahan HH

- 5 Pasal
(Pasal 346-350)

Keempat Pengawasan

Pengendalian

Pemanfaatan Hutan dan 

Pengolahan HH

- 8 Pasal
(Pasal 351-358)



PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Pembekuan
Perizinan Berusaha

Denda
Administratif

Teguran
Tertulis

Taat

Tidak Taat

Pencabutan
Perizinan Berusaha

PP 23/2021

Pasal 282

SANKSI 
ADMINISTRATIF

KEWAJIBAN 
PERIZINAN 
BERUSAHA





BINDALWAS 
PBPH & 
PBPHH



PELAKSANAAN 
AUDIT KEPATUHAN

Objek Pemeriksaaan
1. Pemegang PBPH
2. Pemegang PBPHH atau POKPHH
3. Pemegang Hak Pengelolaan BUMN Kehutanan
4. Pemegang Persetujuan Pemerintah
5. Pemegang Legalitas Lainnya

Pelaksana
1. Direktur Jenderal atas nama Menteri
2. Kepala Dinas Kehutanan atas nama Gubernur

Dasar Audit
1. Data dan Informasi awal adanya indikasi ketidak patuhan
2. Tindak Lanjut Laporan hasil Pengendalian
3. Informasi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan

Pembiayaan
1. APBN
2. Sumber Dana Lain yang tidak mengikat



Pasal 34

Kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dilakukan oleh
pemerintah;

Selain dilakukan oleh Pemerintah, kegiatan pengendalian dapat dilakukan
oleh LPVI yang ditetapkan Meteri

Pasal 343

Menteri dan Gubernur sesuai kewenangannya melakukan pembinaan dan
pengendalian kebijakan Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan

Ketentuan
Umum

Pembinaan dan pengendalian kebijakan di bidang Pemanfaatan Hutan dan
Pengolahan Hasil Hutan, meliputi :
✓ Pelaksanaan Tata Hutan
✓ Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan
✓ Pemanfaatan Hutan
✓ PUHH
✓ PNBP
✓ Pengelolaan Hasil Hutan; dan
✓ Penjaminan Legalitas Hasil Hutan



Pasal 344

Kegiatan pembinaan meliputi pemberian : 
1. Pedoman
2. Bimbingan
3. Pelatihan;
4. Arahan, dan/atau
5. Supervisi

Terhadap SDM dan aparatur terkait, pelaksana Pemanfaatan Hutan, 
Pengolahan Hasil hutan, dan Penjaminan Legalitas Hasil Hutan

Pasal 345

Pembinaan terhadap pemegang Perizinan Berusaha dan pemegang
Lagalitas Pemanfaatan Hutan lainnya dilakukan oleh Direktur Jenderal an, 
Menteri; atau Gubernur

Hasil pembinaan dijadikan bahan dalam menetukan kebijakan dalam
pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan serta aspek lainnya

Pembinaan
Pemanfaatan

Hutan dan
pengolahan
Hasil Hutan



Pengendalian
Pemanfaatan

Hutan dan
pengolahan
Hasil Hutan

MONITORING PENILAIAN KINERJA

✓ Kegiatan monitoring dan penilaian kinerja pemegang PBPH 
dilakukan terhadap laporan kinerja yang disampaikan oleh
pemegang PBPH secara priodikl kepada meneteri

✓ Hasil monitoring dan penilaian kinerja dibuat dalam berita acara 
yang menjadi dasar tindak lanjut pembinaan dan pengendalian
bagi pemegang PBPH

✓ Untuk menilai keberhasilan
kebijakan, pelaksanaan
pengelolaan gutan lindung dan
hutan produksi, kegiatan
pengolahan hasil hutan, dan
penjaminan legalitas hasil hutan
yang dilakukan secara periodik

✓ Dilakukan oleh Menteri atau
Gubernur sesuai wewenang

✓ Untuk memperoleh data dan
informasi mengenai
pelaksanaan kebijakan, 
pelaksanaan pengelolaan
hasi hutan dan penjamin
legalitas hasil hutan



1. Pengawasan dilakukan atas pelaksanaan :
a. Usaha Pemanfaatan Hutan;
b. Pengolahan Hasil Hutan
c. PUHH; dan
d. Pembayaran PNBP Pemanfaatan Hutan.

2. Pengawasan dilakukan dengan intensitas pelaksanaan
secara rutin dan incidental

3. Pengawasan dilakukan terhadap :
a. pemegang PBPH
b. Pemegang PBPHH atau POKPHH
c. Pemegang Hak Pengelolaan; dan pemegang

legalitas Pemanfaatan hutan dan Pengolahan Hasil
Hutan lainnya

Pengawasan
Pemanfaatan

Hutan dan
pengolahan
Hasil Hutan

✓ Pengawsan rutin dilakukan paling sedikit 1 kalo dalam 1 tahun
✓ Pengawasan rutin dilakukan melalui evaluasi internal oleh

Direktorat Jenderal atau Gubernur
✓ Pengawasan incidental dilakukan melalui Audit kepatuhan

terhadap dugaan pelanggaran dari hasil monitoribg; pengaduan
masyarakat dan/atau informasi lain yang dapat
dipertanggungjawabkan



KLHK

Amanat

SANKSI ADMINISTRATIF 
PEMANFAATAN HUTAN   



OUTLINE PERMEN LHK

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF PEMANFAATAN HUTAN
10

Bagian Paragraf Jumlah Pasal

Kesatu Umum - 2 Pasal
(Pasal 359-360)

Kedua Tata Cara Sanksi

Administrasi Pemegang

Perizinan Berusaha

Pemanfaatan Hutan

1
2
3

Jenis sanksi Admnistrasi
Tata Cara Pengenaan sanksi Admnistrasi
Sanksi bagi Pemegang PKKNK

10 Pasal
(Pasal 361-370)

Ketiga Tata Cara Pengenaan

Sanksi Administrasi

1
2
3

4

5

6
7
8

Umum
Tata cara pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis
Tata cara pengenaan sanksi Pembekuan PBPHH/ Persetujuan

operasional pengolahan Pengolahan Hasil Hutan
Tata cara pengenaan sanksi administratif Pembekuan Sebagian 

kapasitas izin Produksi PBPHH
Tata cara pengenaan sanksi administratif Pembekuan Sebagian 

kegiatan operasional PBPHH
Sanksi administrasi denda Adminstratif
Sanksi administrasi Pencabutan PBPHH atau POKPHH
Tata pengenaan sanksi Pencabutan PBPHH atau POKPHH

13 Pasal
(Pasal 371-383)

Keempat Sanksi Administratif

Lembaga Penilai dan 

Verifikasi Independen

1 Pasal









OUTLINE PERMEN LHK

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN
11

Bagian Paragraf Jumlah Pasal

Kesatu Tatahutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan

- 1 Pasal
(Pasal 385)

Kedua Perizinan Berusaha - 2 Pasal
(Pasal 386-387)

Ketiga Usaha Pemanfaatan Hutan - 2 Pasal
(Pasal 388-389)

Keempat Penatausahaan Hasil Hutan dan 
Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan

2 Pasal
(Pasal 390-391)

Kelima Pengolahan Hasil Hutan 1 Pasal
(Pasal 392)

Keenam Penilaian Kinerja Pengelolaan 
Hutan Lestari dan Verifikasi 
Legalitas Hasil Hutan

2 Pasal
(Pasal 393-394)

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Bagian Paragraf Jumlah Pasal

- - 2 Pasal
(Pasal 395-396)



Thank You
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Ditjen PHPL

“When every MAN lives without LAW every Man lives without FREEDOM”
Joseph Ratringer


